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PERATURAN BUPAT!I SEMARANG
NOMOR 182 TAHUN 2012
TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
D1 KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

bahwa dalam rangka untuk menindakianjuii ketentuan Pasal
167 ayat (1} dan ayat (2} Undeng - Undang Nomor 32 Tahun
2{}{}4 tentang Pemerintahan Daerah yang secara garis besar
meanyebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan  untuk
melindungi dan mez‘singka&an kualitas kehidupan masyarakat
dalam upaya memenuni kewajiban daerah, dimana belanja
dimaksud mempertimbangkan Anatlisis Standar Belanja (ASB).
Standar Harga, Tolok Ukur Kinerja dan Standar Pelayanan
Minimal (8PM) yang ditetapkan sesual dengan peraiuran
perundang-undangan;

bahwa dalam rangka untyk melindungi dan meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakal, terkait dengan kewaiiban
daerah maka dalam menyusun befanja daerah perlu adanya
Analisis Standar Belanja (ASBE), yeng digunakan untuk
menganalisis kewajpran beban kerja dan belanjs, seda
belanja maksimal seliap kegiatan yang akan dilaksanakan
oleh Satuan Keria Perangkat Daerabh (S8KPD) di lingkungan
Pemerintah Daerah;

bahwz agar belanja kegiatan di semua Satuen Kera
Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah
dapat terukur, serta penyetaraan kegiatan dapat baerdaku sama
untuk saluruh Satuan Kerja Perangkat Dasrah (SKPD) di
fingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang maka perlu



Mengingat

disusun Pedoman yang mengatur fentang Anafisis Standar
Belanja,

bahwa agar dalam proses penganggaran dapat lebih efision,
efektif, transparan, adil dan akuntabe! maka periu meninjau

kemball Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2011

iéntaz’zg Analigis Standar Belanja {(ASB} di Kabupaten
Semarang dengan menambahkan beberapa kegiatan:

bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, hzz_mf b, huruf ¢ dan huruf d, maka periu

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1650 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

‘Tengah;

Undang-Undang Nomor 87 Tahun 1958 tentang Perubahan

Batag-batas  Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daersh
Bwatantra Tingkat [I Semarang (Lembaran Negara Republik
indonesia  Tahun 1858 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1652); |

Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1998 tentang .

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1989,Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara 'Repubiix Indonesia Nomor  3874),
sebagaimana telah diubah dengan Unéaﬁg-{}'ndang Nomor 20 -
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1699 fentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi {Lembazan Negara Republk indonesia  Tahun
200’1,?%0:‘{1:}{ '134, Tambahan Lembaran Négafa Repubiik
Indonesia Nomor 4150y,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara {Lembaran Negara Republik Indonests Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Naomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia  Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



ra

10.

11.

Undang - Undang Nomor 183 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemarintahan Daerah (Lembarar Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana  felah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintabhan Dasrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nemor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
48443,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerinighan
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomeor 4438},

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Repubiik
indonesia  Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemeriniah Nomor 16 Tahun 1976 ientang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat | Semarang
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1976 Nomor 25,

Tambahan Uembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3078y

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I
Salatign Dan Kabupaten Daerah Tingkat i Semarang
{Lembaran Negara Fepublk Indonesia Tahun 1992 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3500};

i€



12.

13.

14.

15.

18.

17.

Feraturan  Pemerintan Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pangelolaan Keuangan Daersh (Lembaran Negars Republik
indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonegia Nomor 4578);

Peraturan Prézsidfen._ Nomor 1 Tahun 2007 fenteng
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Nomeor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengeioiaan f(euzangmz Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan - Peraturan Menteri
E}alam Negeri Norﬁc}r 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2008
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lermbaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Normor
14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 13); ' | '

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan vyang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten 'Sémarang.
{Lembaran {}aera?zﬁébupaten Semarang Tahun 2008 Nomaor

18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten  Semarang

Nomor 141},

Paraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tabun
2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja K_abupatem Semarang {Lembaran Daerah

“Kabupaten Semarang Tahun 2005 Nomor 25 seri D Nomwor.

28, Tambahan Lembaran Dasrah Kabupaten Semarang
Nomor 25}, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daersh Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Porubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisast dan
Tata Keria Satuan Polisi Pamong Praja Kabupazen Semarang

{Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 20114

Nomaor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 5); ’



18,

14.

20,

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun
2008 tentang Qrganisasi dan Tata Kerja Sekrefariat Daerah
dan Sekretariat Dewan Parwakilan Rakyat Dasrah Kabupaten
Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun
2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomwor 158} sebagaimana telah diubsh dengan
Peraturan Dasrah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kera Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaien Semarang (Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Nomar 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun
2008 tentang Organisasi Dan Tata Keda Dinas Daerah
Kahupaten Semarang {Lembaran Daerah Kabupaten
Sernarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana {elah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten DSemarang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Afas Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomaor 18 Tahun 2008 tentang
Organisasi Dan Tata Kera Dinas Daerah Kabupaten
Semarang {Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun
2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Deaerah Kabupaten
Semarang Nomor 2,

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun
2008 tentang Organisasi Dan Tata Keda Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, inspekitorat, Lembaga Teknis Daerab
Dan  Kantor Pelavanan Perilinan  Terpadu  Kabupaten
Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun
2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 17} sebagaimana telah diubah dengan
Paraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor & Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Pergluran  Daerah  Kabupaten
Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Crganisasi Dan
Tata Kera Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
inspekiorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan
Periinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerab



Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomoer 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3k

21. Peraturan Daerab Kabupaten Semarang &omor 20 Tahun
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan Di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
tembaran Daerah  Kabupaten Ssmarang Nomor  18)
sebagaimana telah . diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sémafang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Kecamatan dan  Kelurahan Di  Kabupaten Semarang
{Lembaran Daerah Kabupaten 8emarang Tahun 2011
Nomar 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
‘Nomor 4); | o

MEMUTUSKAN :

Menetapkan = PERATURAN BUPAT! TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

1.
2,

Df KABUPATEN SEMARANG.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasai 1

| Dalam Peraturan Bupati ini yang dimai«:sud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Semarang.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan {rusan pemerintahan oleh
Pamerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
darn tugas pembantuan dengan prinsip Qtémami seiuas-iuasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indenesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1845,

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemernintahan Daerah. '

Bupalti Semarang vyang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daetah
Kabupaten Semarang.

Satuan Keria Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat
daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggarary pengguna barang.
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10.

11.
12.
13
14,

19,

16.

17.

18.

Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalab suatu rumusan
uniuk menilai kewajaran atas heban kera dan biaya yang digunakan uniuk
melaksanakan suatu kegiatan.

Penyetaraan kegiatan adaiah pengelompokan kegiatan vang mempunyai cif dan
jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.

Pengendali Belanja adalah faktor yang mempengaruhi besaran belanja suatu
kegiatan.

Total Belanja adalah besaran belania yang dibulubkan untuk melaksanakan suatu
kegiatan,

Formula perhifungan beiania total, adalah rumus untuk menghitung besaran total
belania dari suatu kegiatan, yang merupakan penjumlahan antara belanja lelap
dan belanja variabel,

Belanja tetap adalah besaran belanja yang tidak dipengaruhi oleh perubahan
output kegiatan.

Satuan pengendall belanja tetap, adalah satuan yang menunjukkan besaran
belania tetap dari suatu kegiatan.

Belanja Vadabel adatah besaran befania yang dipengaruhi oleh perubahan outpui
kegiatan.

Satuan pengendall belanja vartabel, adalah satuan yang menunjukkan besaran

perubahan belanja variabel untuk masing-masing kegiatan.

Keluaran yvang selanjutnva disebut Oufpuf adalah barang atau jasa yang dihasilkan
oleh kegiatan vang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran atau
tujuarn program dan kebijakan.

Batasan Obyek Belanja adalah besaran dalam bentuk prosentase yang digunakan
uniuk menentukan besaran obyek belania.

Rapat Koordinasi adalah kegiatan dalsm rangka menyelenggarakan koordinasi
dengan lembaga {8KPD, instansi lainnya, anggota masyarakat) untuk maksud dan
fujuan fertentu, dengan cara mengundang peseria yang terkait dalam suatu tempat
dan wakiu yang sudah ditentukan. Hasil dari kegiatan ini berupa kesepahaman
tentang masalah yang ingin dipecahkan atau tujuan yang diharapkan.

Pendataan adalah kegiatan untuk mengumpulkan data yang berguna untuk bahan
menganalisa, atau memecahkan masalsh yang sedang lerjadi, atau sebagai
sumber informasi bagl instansi atau masyarakal yang berkepentingan akan hal
tersebut.



19,

20.

21,

22.

23,

24.

25,

26,

Pelatihan teknis bagi aparatur dan masyarakat Pelatihan teknis bag% pegawai atau
masyarakat adalah suatu proses belajar mengalar secara terencana, bagi pegawai
atau masyarakat sebagail suatu cara untuk meningkatkan atau mengémhangkan
ketrampilan yang bersifat teknis yang diharapkan dapat mehﬁﬁkﬁng kelancaran
fugas pokok dan fungsi SKPD dan kemasyarakatan.

Penyuluhan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memberdayakan
atal meningkatkan kdalitas hidup masyarakal melaiui proses pembe!aj_arafz atau
alih pengetahuan, - atau keahlian, yang dilakukan relaiui proses tatap muka
langsung antara penyuluh dengan pihak yang memperoleh penyz}?uhan;

Dialog/sarasehan adalah kégiatan karmunikasi dua arah untuk membahas hal-hal
atay topik tertentu untuk saling bertukar pikiran, alau pendapat unfuk dapaz
menyelesaikan permasalahan yang ada atau meningkatkan kualitas dari apa yang
dibahas. Peseria dari dialog stau s:a?aséhan i juga harus ada ré%avans‘ﬁya
dengan topik apa yang akan dibahas, bukan asal menghadtfkan paserta saja,
sehingya dlharapkarz menﬁapatkaﬁ hasi katian yang bermanfaat.

Fasilitast penyaluran, pemberian bzarztuan Kepada masyarakat;‘ Kelompok
masyarakal/ desa édala%} kegiatan dalam rangka menyaiurkan  bantuan kepada
masyarakat/ kelompok masyarakat pada lokasi tertentu di Kabupaten Semarang,
baik beianja langsung maupun belanja tidak langsung. Kegiatan ini dimulai sejak

| persiapan sampai dengan selesainya proses pemberian bantuan, sehingga tidak:

termasuk nilai (barangfasa/uang) yang akan diserahkan.

Logistik SKPD adaiah keglatan yang berhubungan dengan penyediaan kebutuhan
rumah tangga dan pelayanan dalam lingkup internal SKPD, meliputi penyeci aan:
makan minum harian dan bahan bacaan harian bagi PNS.

F’engaéaa_n Barang / non konstruksi adalak kegiatan datam rangka metaksanakan
proses administrasi pengadaan barang material atau barang modal yang bersifat
non  konstruksl. Lingkup kegiatan adalah pada proses pengadaan barang dan
tidak mencakup belanja untuk Konsultasi 'ataupun penyaluran barang ke tempat
lainnya, serta tidak termasuk nilal fistk barang yang akan dibeli. o

Pengeiolaan Administrasi K&pegiawaiazi SKPD adaizh kegiatan yang berkaitan
dengan proses pengeiolaan administrasi képégawaian yang bersifat rutin di
fingkup SKPD antara lain meliputit pengelolaan daftar hadir harian PNS,
pengusulan kenaikan pangkat, memproses kenaikan gaji berkala, menyusun
laporan-laporan rutin kepegawaian, dan lain-lain,

Monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah kegiatan untuk mengawasi obyek, atau
titik amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam suatu kegiatan. Qbyek
bisa herupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun
berujud fisik,



BABN
MAKSUD DAN TUJUAN

Fasal 2

Maksud disusunnya ASB ini adalah sebagai pedoman untuk menganalisis kewajaran
beban bélan;‘a suatu kegiatan, yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 1 (satu)
tahun anggaran.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya ASB adalah tersusunnya besaran alokasi anggaran kegiatan
secara cbyektif, menghindari perbedaan yang tidak dapat dielaskan penyebabnya,
serta fersusunnya rencana anggaran kegiatan dan tolok ukur Kinetja dapat terukur
dengan jelas.
BAR il
PRINSIP DASAR PENYUSUNAN ASB

Pasai 4

Penyusunan ASB dalam Peraturan Bupati ini memperhatikan prinsip-pringip dasar
sebagai berikut

a. penyederhanaan, bahwa ASB disusun untuk membuat model belanja untuk cbyek-
obyek kegiatan yang menghasilkan output yang sama.

b. mudah diaplikasikan, bahwa setiap perencana kegiatan dapat menghilung
ketsutuhan belanja dengan melihat rumusan ASB vang tersedia.

¢. fieksibe!, bahwa proporsi befanja disediakan perhitungan rata-rata, batas atas dan
batas bawah.

BAB IV
TATA CARA PENERAPAN ASR

Bagian Kesatu
Panyetaraan Kegiatan
Pasal 5

{1} Penysiaraan kegiatan dilakukan dengan cara pemetaan, penafsiran, penelaahan,
terhadap rencana kegiatan dan output yang direncanakan,



(2} Untuk mencard rumusan ASB yang tepat sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari F’sraiwar; Bupati ini.

Bagian Ketdua
Perumusan Faktor Pengendali Befania
Pasal 6

Perumusan Faktor Pengendali Belanja dilakukan dengan cara merumuskan dan
 menghitung jumlah output yang direncanakan pada suatu kegiatar.

- Bagian Ketiga
Penentuan Total Belanja
Pasal 7

Total belanja yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan, ditentukan dengan cara
meniumlahkan belanja tetap d:an. - belanja variabel, berdasarkan rumusan ASB
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini. '

Bagian Keempat
- Batasan Obyek Belania
Pasal 8

(1) Batasan Obyek Belanja digunakan untuk menghitung besaran obyek belanja
dengan menggunakan tabel batasan obyek belanja, yang terdin dari batas rata-rata,
batas atas, dan batas bawah sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang
merupakan bagian tidek terpisahkan dan Peraturan Bupal ini. '

. {2} Batas rata-rata, batas atas, dan batas bawah sebagaimana dimaksud pajéa ayat (1)
 dapat digunakan secara sendiri-sendiri dan/ atau bersama-sama dalam suaty
kegiatan, dengan catatan tidak melampaui total betanja kegiatan.

BAR V
RUMUSAN FERHITUNGAN ASB
Pasal 8

Rumusan perhitungan ASB vang dimulai dari penyetaraan kegigtan, perumusan faktor
pengendali belanja, penentuan total beiazz§a dan batas obyek belania secara
keseluruban adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati,

-



Pasal 10

Contoh rumusan pengrapan ASB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran #
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

BAB Vi
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

{1) Rincian obyek belanja yang belum lercantum dalam perhitungan rumusan ASB
sebagaimana fercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tfidsk
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dapat ditambabkan pada total befania dengan
memperiimbangkan kebutuhan, kewajaran, efisiensi dan efektifitas.

(2) Terhadap kegiatan yang karena sesuaty hal melampeaui fotal belanja yang sudah
dirumuskan dengan ASB, harus mengajukan ifin kepada Ketua Tim Anggaran
Pemerintah Daersh disertal penjelasan tertulis.

{3) Kegiatan vang tidak dapat dilakukan penyetaraan dengan rumusan ASB
sebagaimana lercantum dalam lampitan | yang merupakan bagian fidak
terpisahkan  dari  Peraturan Bupati  ini,  dapat  direncanakan  dengan
mempertimbangkan prioritas daerah, efisiensi dan efekiifitas.

BAB VI

KETENTUAN PENUTURF

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulal berlaku, Peraturan Bupali Semarang Nomor 78
Tahuit 2011 tentang Analisis Standar Belanja (ASB) di Kabupaten Semarang (Berita
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 78) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku,

Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sefak tanggal 1 Oktober 2012

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Persturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
s 4\: 28 - 10~ 2012




Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 298 - 10~ 2012

KRETARIS DAERAH
FOUPATEY SEMARANG
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EFITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR i




LAMPIRAN |

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 162 TAHUN 2012
TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA D!
KABUPATEN SEMARANG

RUMUSAN PERHITUNGAN ASB

ASE — 001 : RAPAT KOORDINASE

Pengendali belanja:
Jumlah peserta rapat koardinasi per kegiatan.

Satuan pengendali belanja tetap:
= Rp3.514.000,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel:
= Rp44.046,00 per peserta rapat koordinasi

Rumusan Perhitungan Belanja Total:

Belania Tetap + Belania Variabel

= Rp3.514.000,00 + (Rp 44.048,00 x jumiah peserta rapat koordinas x
jurniah pelaksanaan rapat koordinasi)

Tabel 1. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belania:

Uraian Rata-Rata | Batas Atas | Batas Bawah
(%) (%) (%)

Belanja Pegawali 4,37 8,12 282

‘Belanja Pakai Habis ' 13,86 18,86 10,87

Belanja Jasa Kantor 17,43 23,09 11.78

Belanja Cetak dan Penggandaan 8,76 10,57 6,94

Belanja Makarn Minum Rapat 39,16 48,05 30,28

Belanja Perialanan Dinas Dalam 16,42 20,32 12.51
Dagrah
Calatan ;

1) Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah dapat ditambahkan sesuai dengan
kemanfaatan dan kewajaran.

2} Belamja untuk narasumber atau tim ahli atau tenaga ahli yang dibutuhkan dapat
diperimbangkan menambah biaya, sesuai dengan kewajaran dan kemanfaatan
pada kegiatan Rapat Koordinasi.

3y Uang saku peserta rapat dapat ditambabkan, kKhusus peserta dart masyarakat
{non PNS), sepanjang tidak dilarang cleh pedoman yang berlaku.



ASB- 002 : PENDATAAN

Pengendali belanja : :
Jumlah Lokasi, frekuensi kunjungan

Satuan Pengendali Belanja tetap :
- = Rp 3.200.000,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel ;
= Rp 105.000,00 per lokast '

Ruimus Penghitungan Belanja Total :

= Belanja tetap + Belanja Variabel
= Rp 3.200.000,00 + (105.000,00 x jumiah Lokasi x frekuensi kunjungan}

Tabel2. Batasan Alakasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja

-. Rata-Rata | Batas Atas | Batas Bawah |-
Uraian (%) %) | R
Belanja Pakai Habis - 2595 36,25 15,684
Belanja Cetak dan - B
Penggandaan | a4 095 .._izz
Belanja Perlalanan Dinas _ 89.22 76.00 ' 62 35
Dalam Daerah 1 ) ' ’

1) Pengumpulan data pada beberapa titik lokasi yang berada pad_é wilavah yang
berdekatan, dengan pertimbangan kewaiatan dapat diperhitungkan  dalam satu
lokasl. _ _

2) Cetakan untuk formulir atau bianko, dl bahan pakai habis atau hahan material
vang didistribusikan kepada ohyek yang didata, dapat ditambahkan sesual
kebutuhan dan kewajaran.



ASB - 003 : PELATIHAN TEKNIS BAGI APARATUR DAN MASYARAKAT

Pengendali belanja :
Jumlah peserta per harl

Satuan pengendali belanja tetap :

=Rp8.746.000,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel :

= Rp88.400,00 per jumiah peserfa

Rumusan Perhitungan Belanja Total

Belanja Tetap + Belanja Variabsel
= Rp8.746.000,00 + {Rp38.400,00 x jumlah peserta x jumiah har)

Tabel 3. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendall Belanja:

I

Lraian Rata-Rata Batas Alas Batas Bawah
(%) (%) (%)
Belanja Pegawai (honor PNS) 8,55 368,75 0,00
Belanja Pegawai (honor Non o
PNS) 12,45 27,22 0,00
Belanja Pakailabis 13,28 71,70 1,29
Belanja Bahan Material 16,35 29.89 0.00
Belanja Jasa Kantor 10,41 30,42 8,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 8.89 31.99 0,14
Belanja Sewa 8,12 24,84 0,00
Belanja Makan dan Minum 20,18 68,23 3,92
Belanja Perjalanan Dinas 577 14,19 0,00




ASB ~ 004: PENYULUHAN
Pengendali belanja :
Jumfah peserta per hari.

Satuan pengendali belanja tetap :
=RpH49.000,00 per kegiatan

Satuan peagendall belania variabel :

= Rp111.000,00 per jumiah peserta

Rumusan Perhitungan Belanja Total: |

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp849.000,00 + (Rp111.000,00 xjumiah peseria x jumiah hari)

Tabel 4. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja:

| Belarja Perjalanan Dinas

Keterangan Rata- Batas Atas | Batas Bawah |
Rata (%) (%}

| | (%) .
Belanja Pegawal (honor PNS) _ 13,58 44,64 0,00
Belania Pegawal (honor Non PNS) 17,71 39,88 0,00
Belanja Pakaibabis " 10,80 23,85 - 142
Belanja Jasa Kantor 22,06 48,84 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 5,96 15,03 0,00
Belanja Sewa ' 8,13 13,11 0.00
Belanja Makan dan Minum 9,80 25,84 2,85 |
13,96 32,77 0,00 |

Catatan:

Belanja bahan material dapat ditambahkan sesuai kebutuhan dan kewajaran.




ASE - 005 : DIALOG/ SARASEHAN

Pengendali belanja :
= Jumiah Peserta, hari pelaksanaan dialog/saresehan

Satuan Pengendali Belanja tetap
= Rp 4.500.000,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel :
= Rp 51.000,00 per jumiah peserta per harl per kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total @
= Belanjg tetap + Belanja variabel
= Rp 4.500.000,00 + (61.000,00 x jumiah peseria x jumiah hari pelaksanaan)

Tabel 5. Batasan Alokasi Qbyek Belanja dan Pengendali Belanja

Rata-Rata Batas Atas | Batas Bawah
Keterangan (%) (%) (%)
Belania Pegawai 2,83 7,95 0,60
Belanja Pakai Habis 13,38 35,38 0,60
Belanja .Jasa Kantor 17,13 30,37 3.89
Belanja Cetak dan Penggandaan 3,48 6,81 0,15
Belanja Sewa 2,87 | . 8.56 _ 0,00
Belanja Makan dan Minum 48,64 100,00 0,00
Bsalanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah 11,57 41,03 0,00
Catatan;

1} Belania honorarium pon PNES khususnya untuk honor narasumber apabila
diperiukan dapat difambahkan, sesuai kebutuhan dan kewajaran,

2} Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan pertimbangan kebutuhan dan
kewajaran maka dapat difambahkan.

3) Belanja bahan material, apabila diperlukan dengan pertimbangan vang
kebutuhan dan kewajaran dapat ditambahkan.



ASB ~ 006 : FASILITASI PENYALURAN, PEMBERIAN BANTUAN KEPADA
MASYARAKAT/ KELOMPOK MASYARAKAT/ DESA

Pengendali belanja :
Jumiah 4K lokasi, Jumlah Kecamatan yang menjadi tujuan.

Satuan pengendali belanja tetap :
=R32.816.943.00 per kegiatan

Satuan pengendaii belanja variabel :

= Rp15.817,00 per titik lokasi kegtatarz dan Rp524.712,00 per kecamatan Wtiayzah iﬂk&lSi
penerimaan bantuan _

- Rumusan Perhitungan Beianja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp2.818.843,00 + (Rp15.617.00 x titik lokasi kegiatar) + (Rp524.712,00 x keaamatan
witayah lokag: penerimaan  bantuan},

. Tabel 6. Batasan Alokasi Obyek Belania dan Pengendali Belania:

Keterangan _ Rata-Rata | Batas Atas | Batas Bawah
(%) &) (%)

Belanja Pegawal 7.94 18,28 0,00
Belanja PakaiHabis 22 82 48286 0,00
Belanja Jasa Kantor ' 4821 11,52 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan _ 4,05 7431 0,85
Belanje Makan Minum o 1e.64 a8 38 0,89
Belanja Perjalanan Dinas Dalam ' |

Dasgrah . 41,13 85,07 RGY

Catatan: X

Befanja Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk konsultasi dan koordinasi umumnya
diperiukan bagl kegiatan yang sumber dananya dari pemerintah yang lebih tinggl,
belanja iersebut dap&i dztambahkan datam belanja Ji atas seszzat dengan kabutuhan x
- dan kewajaran.



ASB - 807 : LOGISTIK SKPD

Pengendali belanja :
= Jumiah Pegawai

Satuan Pengendali Belanja tetap :
= Rp 224.000,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel :
= Rp 748.000,060 per pegawaif tahun

Rumus Penghitungan Belanja Total
= Belanja letap + Belanja Variahel
= Rp 224.000,00 + (748.000,00 x jumiah pegawai)

Tabel 7. Batasan alokasi obyek belanja dan pengendali belanja;

Rata-Rata Batas Atas Batas Bawabh
Keterangan %) (%) (%)
Belanja Pakal Habis 4,30 9,48 0,66
Helanja Jasa Kantor 5,68 10,63 5,79
Belanjia Makan dan Minum 80,04 160,00 0,00

Catatan:

1) Belanja untuk penyediaan makan minum rapat dan tamu dapat ditarmbahkan

sesuai kebutuhan yang wajar.

2} Belanja hahan material / modal dsiam rangka mendukung penyediaan logistik
SKPD, dapat ditambahkan dengan pertimbangan kemanfaatan, prioritas, dan
kKewajaran,



ASB — 008 PENGADAAN BARANG {(NON KONSTRUKST)

Pengendali belanja ;
Jumiah Nital barang per kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap
= Rp738.202,00 per kegiatan pengadaan

Satuan pengendali belanja variabel :
= R {0,008 x nilai barang) per kegiatan pengadaan

Rurmusgan Perhitungan Belanja Tot&ii:

Belanja Tetap + Belanja Variahel
= Rp738.202,.00 + Rp(0,008 x nilal barang) per kegzmn p&ngadaaa _

Tabel 8. Batasan Alokasi Obyek 8elanja dan P&ngenda!; Belanja:

K&Zerangan . Rata-Rata Ratas Alas Batas Bawsh
(%} {%]) {93

Belania Pegawai 5587 ¢ 100,00 - 0,00
Belanja Pakai Habis 14,03 | 28,84 .o 122
Belania Cetak dan : _ '
Penggandaan ' 8,42 14,89 1,94
Belanja Makan dan_ Minum . 7,59 18,08 0,00 |
Belania Ferjalanan Dinas 14,10 31,70 0 8,00

Catatan: _ _

Belanja di atas idak menyertakan Belanja Perdalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka
konsuitasi, apz&b:ia dalam kegiatan tersebut dibutuhkan dapat ditambahkan sesual
dengan kemanfaatan dan kewajaran,



ASB - 009 PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD

Pergendali belanja :
=Jumnlah Pegawal SKPD

Satuan Pengendali Belanja tetap ;
= Rp 358.000,00 per kegialan

Satuan Pengendali Belanja Variabel :
= Ry 55.000,00 per pegawal/ iahun

Rumus Penghitungan Belanja Total @
= Belanja tetap + Belanja Variabe!

= Rp 388.000,00 + {85.000,00 x jumiah Pegawai SKPD)

Tabei 9. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja:

Rata-Rata Batas Atas Batas Bawah |
Keterangan (%) (%) o
Belanja Pegawal 19,69 25,83 8,85
Belanja Pakai Habis 4382 65,24 22,40
Belanja Cetak dan Penggandaan 35,49 53,62 19.37 !

Catatan:

Belania Perjalanan Dinas dapat ditambahkan sesuai kebutuhan vang waiar, terutama
urtuk SKPD di luar kota Ungaran, SKPD yang memiliki Unit Pelaksana Teknis di luar
Kota Ungaran dan dipandang perfu uniuk dilakukan pembinaan pegawai yang
ditempatkan pada Unit Pelaksana Teknis tersebut, atau SKPD yang memiliki pejabat
fungsional yang memerlukan penilaian Angka Kredit.



ASB - 010 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pengendali belanja :
Jumlah obyek yang diswasV diperiksa, titik pemerzksaani pengawasary pemanksaan
jumiah pengamatan. _

Satuan pengendali belanja tetap :
=Rp?7.378.000,00 p&'r kegiatan,

Satuan pengendali belanja variabel !
= Rp72 400,00 per jernis obyek yang dimonitor/ diawasi/ d1perzi¢csa prer titik pangamatan
ner jumiah pemeriksaan.

Rumusan Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp7.378.000,00 + (Rp72.400,00 x itk peengamazan)

Tabel 10. Batasan Alokasi Obyek Belania dan Pengenda!i Belania

P Keterangan Rata-Rata | Batas Atas | DBatas Bawah |
(%) (o) _ (%)
Belanja PakaiHabis : 18,48 44 187 0,70
Belanja Jasa Kantor 10,19 28,181 B Q001
Belanja Cetak dan Penggandaan _ 8,83 2359 Q00
Belanja Makan dan Minum 11,64 . 2708 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 4599 88 49 19,42

Catatan:

1) Belanjza Pegawai dimungkinkan_ pada kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan -
Pelaporan, apabila ada kompleksitas permasalahan harus diselosaikan dalam
bentuk Tim.

2} Belanja Sewa harus dialokasikan secara selektif, sedapat mungkin dihindari,
Kedua belania tersebut dapat ditambatkan sesual kebutuhan, priortas, dan
Keswajaran. '




LAMPIRAN i

PERATURAN BUPAT! SEMARANG
NOMOR 162 TAHUN 2012
TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA Dt
KABUPATEN SEMARANG

CONTOH PENERAPAN ASB

1. Contoh Penggunaan ASB - 001. Rapat Koordinasi

SKPD X merencanakan mengundang SKPD yang lain untuk melaksanakan rapat
koordinasi, dengan total jumiah peserta adalah 73 orang selama 2 hari.

Maka Rumusan ASE yang digunakan adalah sebagai berikut:

Belamja Tetap (sesuai ASB 001) = Rp 3.514.000,00
Satuan Pengendall Belanja variabel {per peseria rapat = Rp 44.046.00
Par hari} ‘ :

Rumusan Perhitungan Total Belanja

= Belanja Tetap + Belanfa variabel

= 3.514.000,00 + {44.048,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Pelaksanaan)

= 3.514.000,00 + (44.04800x 73 x 2} = Rp $.944.716.00

Contoh penggunaan tabel Batasan Obyek Belanja dan pengendali helanja:
Misalnya akan menggunakan batas rata-rata, maka distribusi belanjanya adaiah
sehagat berikut;

Uraian Rata-Rata (%) | Persentase rata - rata
dikalkan total belanja
_ rumusan (Rp)

Belanja Pegawai 437 434.584,00
Beianja MakaiHabis 13,86 $.378.337,00
 Belanja Jasa Kantor 17,43 1.733.3684,00
Belania cetak penggandaan 8,76 871.157,00
Belanja makan minum rapat 39,16 3,884,350.00
Belanja perjalanan dinas daiam 16.40 1 632,972 00
 daerah | ‘ ]




2.

Contoh Penggunaan ASE - 002. Pendataan

SKPD X merencanakan untuk melakukan pendataan terhadap penvakit endemis
di Kabupaten Semarang. Rencanannya pendataan akan dilakukan di 19 titik dari
19 kecamatan, Untuk tiap titik lokasi akan dilakukan kunjungan selama 2 kab,

Maka Rumusan ASB yang digunakan adalah sebagai berikut:
Belanja Tetap (sesuai ASB 002}
Satuan Pengendali Belanja variabe! {per lokasi)

#

Rp 3.200.000,00
Rp  105.000,00

H

Rumusan Perhitungan Tota! Belanja

= Baianja Tetap + Belanja varnabel

= 3.200.000,00 + {105.000,00 x Jumiah Lokasi x Frekuensi Kunjungan)

= 3.200.000,00 + (105.000,60 x 19 x 2) : = Rp 7.190.000,00

Contoh pemgganaém tabel Batasan Obyek Belanja dan pengendalii balania
Misalnya akan menggunakan batas fata rata, maka distribusi i}sianjanya adalah
sebagai berikut:

Uraian Rata-Rata (%) Persentase rata - rata
' dikalikan total helania
rumusan {Rp}

Belanjs PakaiHabis _ 2K 98 1.885.805,00

B@Eéanja celak penggandaan 4,84 347.996,00

Belanja gaerjalanat; dinas 69,22 : 4.976.918,00 |

Nilai diatas belum termasuk biaya untuk pembuatan blanke yang digunakan untuk
mendata. Misal biaya yang dibutuhkan untuk cetak bianko sebesar Rp 2.500.000,
maka total belanja yang dibutubiken sebesar:

= Perhitungan Hasil ASE + Biaya Cetak Blanko

= 7.180.000,00 + 2.500.000,00

= 9.690.000,00



Contoh Penggunaan ASB -~ 003. Pelatihan Teknis Bagi Aparatur dan

Masyarakat

SKPD X merencanakan kegiatan Bimbingan teknis kearsipan, dengan jumtah

peserta 100 orang selama 3 hari kerja.

Maka rumusan ASB yang digunakan adalah sebagai berikut:
Belanja Telap (ditentukan berdasarkan rumusan ASB  =Rp
043)

Satuan pengendali bslanja variabel (ditentukan per =Rp
peserta peiatihan berdasarkan rumusan ASB 003)

Rumusan Perhitungan Total Belanja

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= 8.748,000,00 + (88.400,00 x jumfah peserta 100 orang
x umiah hari palaksanaan 3 hari kerja)

8.748.000,00

48.400,00

= 8.746.000,00 + (98.400,00 x 100 x 3) =Rp  38,266.000,00

Total Bselanja sebagaimana contoh di atas adalah Rp38.268.000,00

Contoh penggunaan tabel Batasan Obyek Belanja dan pengendali belanja:

Misalnya akan menggunakan batas rata-rata, maka distribusi belanjanya adalah

sebagai berikui

Uralan Rata-Rata (%) | Persentase rata - rata
dikalikan tolal belanja
rumusan {Rp)

Belanja Pagawai (honor PNS) 8,55 3,271.743,00
Belania pegawal (honor Non PNGS) 12,45 4.764.117.00
Belgnja PakaiMabie 13,28 5.081,724,00

Belanja Bahan Matenial 16,38 £.256.491,00
 Belarja Jasa Kantor 10,41 - 3.983.490,00
Belanja cetak penggandaan 5,89 2.836.527,00 |

Belanja Sewa 6,12 2.341.879 00
Belania makan minum 20,18 7.8532.200,00
Belanja perjalanan dinas 577 2207 945,00




Contoh Penggunaan ASB - 004

SKPD X merencanskan penyulehan kepada kelompok fani se Kabupatsn
Semarang selama 1 hari, sebanyak 100 orang

Maka rumusan ASB vang digunakan adalah sebagal berkut:

Belanja Telap (ditentukan berdasarkan rumusan ASB  =Rp 642.000,00
004)
Satuan pengendali belanja variabel (ditenlukan per =Rp 111.000,00

naserta penyvi;._fhan berdasarkan rumusan ASB 004}

Rumusan Perhitungan Total Belanja

= Belanja Tetap + Belanja Variabe! |

= RpG45.000,00 + {(Kp111.000,60 x 100 crang x 1 =Rp 11.749 000,00
hari) '

Apabila dalam penyuluhan membutubkan bahan percontohan (bahan material),
maka belanja baban torsebut dapat ditambahkan pada tolal rumusan, Contoh
bahan material seharga RpS5.000.000,00 maka total anggaran sebesar
Rp11.748.000,00+5.000,000,00 =Rp16.749.000,00 o
Contoh penggunaan tabe! Batasan Qbyek Belanja dan pengendali beianja

Misalnya akan menggunakan batas rata-rata, maka distribusi belanjanya adalah
sebagal berikut: | | '
Total belanja diluar hahan material = Rp11.749.000,00

Keterangan - Rata-Rata (%) Persentase rata-rata
_ 3 dikalikan total belania
_ - Crumusan *i {Rp)
Belanja Pegawat (honor PNS} ' . 43,58 1.5085 814,00
Belania pegawai (honor Non PNS) 17,71 2.080.747.00
Belanja PakaiHabis T 10,80 1.268.862,00
Belanja Jasa Kantor : ' 22,06 2.591.829,00 |
Belanja cetak penggandaan : 5,66 | 700.240,00
‘Belanja Sewa ' ' 8,13 720.213,00 .
Belania makan minum 9,80 1.151.402,00
Belanja perjalanan dinas 13,86 1.65490.160,00

*} total belanja awal sebelum ditambahkan belanja bahan material




8,

Contoh Penggunaan ASB - (08, Dialog/ Saresehan

SKPL Y merencanakan kegiatan dialog dengan para pedagang kaki fima di
Kabupaten Semarang. Rencananya dialog akan mendatangkan sebanyak 500
pedagang kaki di seluruh wilayah Kabupaten Semarang. Rencana Dialog

dilaksanakan selama 2 tahap. Tahap 1

sebanyak 250 peserta masing-masing hanya 1 hari.

Maka perhitungan ASB adalah sebagai berikut:

Belania Tetap (sesual ASE (05)

Satuan Pengendali Belanja vaniabel {per jumiah pesena

Per hati pelaksanaan)

Rumusan Perhitungan Total Belanja
= Belanja Tetap + Belania variabel

sehanyak 250 peserta dan tahap 2

i

Rp 4.500.000.00
Rp  $1.000,00

i

= 4.500.000,00 + (51.000,00 x Jumiah Peserta x Jumlah Hari Pelaksanaan)
= 4,500,000,00 + {51.000,00 x (250+280) x 1)

= Rp 30.000.000,00

Contoh penggunaan tabel Batasan Obyek Belanja dan pengendali belanja

Misalnya akan menggunakan batas rata-rata, maka distribusi belanjanya adalah

sebagal berfkot:

Uraian

Rata-Rata (%)

Persentase rata-rata
dikalikan total beiania
rumusan  (Rp)

Belanja Pegawai 2,83 $49.000.00
Belanja PaksiHabis 13,38 4,014,060 00
Belania Jasa Kantor 17.43 8.136.000,00
Belanja cetak penggandaan N 3,48 1.044.000,00
Belanja Sewa 2.67 801.000,00
Belanja makan minum 48,04 14 682 060,00

Belanja perjalanan dinas dalam
daerah

11,67

3.471.000,00




Contoh Penggunaan ASB - 008 Fasilitasi Penyaluran, Pémberian Bantuan
Kepada Masyarakat! Kelompok Masyarakat/ Desa

SKPD X merencanakan belanja bandtuan (hibah/bansos) kepada kelompok
masyarakat di 10 desa di 5 kecamatan, '

Maka rumusan ASB yang digunakan adatah sebagal berikut:

Belanja Tetap (ditentukan berdasarkan rumusan = Rp 2.816.843,00
ASB 008) B |
Satuan pengendall belanja vafiabef_ (ditentukan per =Rp (15.817,00 x titikc
titik  lokasi dan per Kecamatan berdasarkan lokasi)
rumusan ASE 008) - | +(524 712,00x
| | Kecamatan)

Rumusan Perhitungan Total Belanja

= Belania Tetap + Belanja Variabel

=Rp2.816.943, 00+{Rp15.617,00x1(desa)
+{Rp524.712,00 x 5 Kecamatan)

= Rp(2.816.943,00+156.170,00+2.623.560,00) 5.5098 673,00

i
e
g

Total belanja = Rp5.586.673,00

Contoh penggunaan tabe! Batagan Obyek Belanja dan pengendali belanja:
Misainya akan menggunakan batas rata-rata, maka distribusi belanjanya adalah
sebagal berikut; -

‘Uraian Rata-Rata (%) | Persentase rata-rata dikalikan
' _ ' total belanja rumusan (Rp}
Belanja pegawai 7,94 l 444.375,00
Relanja PakaiHabis - 2282 ' - 1.265.067,00
Belania Jasa Kantor 462 - 258.866,00
Belanja cetak penggandaan 4,085 226.665,00
Beianja makan minum 10,64 1.089.186.,00
Bslanja petjalanan dinas _ 41,13 2.301.911,00




7.  Contoh Penggunaan ASB - 607, Logistik SKPD
SKPD Z mempunyai jumiah pegawai sebanyak 95 orany.

Maka rumusan ASB untuk kegiatan Logistk SKPD adalah sebagai berikut:
Belanja Tetap (sesuai ASE 007) = Rp 224.006,00
Rp 749.000,00

#

Satuan Pengendali Belanja variabel (Jumiah pegawai
Pear tahun)

Rumusan Perhitungan Total Belania

= Belanja Tetap + Belanja vanabel

= 224,000,060 + (749.000,00 ¥ Jumiah Pegawai}
= 224.000,00 + (748.000,00 x 85}

Rp 71.379.000,00

Contoh penggunaan tabel Batasan Obyek Belanja dan pengendali helanja:
Misalnya akan menggunakan batas rata-rata, maka distribusi belanjanya adaiah
sebagal berikut:

Persentase rata-rala
Keterangan Rata-Rata {%) dikalikan totat belanja |
rumusan (Rp)

Belanja Pakai Habis 4.30 3 089.297.00

Belanja Jasa Kantor 5.66 4,040.051,00

Belarja Makan minum 80.04 84.268.851,00




Contoh Penggunaan ASB ~ 008. Pengadan Barang {Non Konstruksi)
SKPD X merencanakan pengadaan mebelair senilai Rpd50.000.000,- maka
belanja administrasi untuk peroiehan barang tersebut, dapat dihitung dengan ASB

sebagai berikut:

Belanja Tetap {(ditentukan berdasarkan rumusan ASE = Rp 738.202,00

0og) _
Satuan pengendali belanja varabel (ditentukan =Rp | 0.009

berdasarkan nilai barang yang dibeli per kegiatan
pengadaan, berdasarkan rumusan ASB 008)

Rurmusan Perhitungan Total Belaﬁ;‘a

= Belanja Tetap + Belanja Variabsl

=Rp738.202,00+{0,009xRp450.000.000,00)

= Rp738.202,00 + 4.050.000,00 =Rp 4.788.202,00

Totat belanja = Rpd.788.202,00
Contoh penggunaan tabel Batasan Obyek Belanja dan pengendali belanja:

Misalnya akan menggunakan batas rata-rata, maka distribusi belanjanya adalah
sebagsai berikut

Urawan R&taﬁaia {%} | Perseniase rata-rata dikalikan

_ - L total belanja rumusan (Rp) :

Belanja Pegawal 55,87 2,6?5,1%1{_)& '
' Belanja Paksi Habis 14,03 671.784,60
Belania cetak penggandaan 8,42 - A03.186,60

Belanja Makan Minum 36342400 |
Repat 152 e
Belanja Perjalanan Dinas s 14,16 | - 675.136,00



Contoh Penggunaan ASB ~ 009, Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

SKPD

SKPD X marencanakan kegiatan pengelolean administrasi kepegawaian. Jumiah

pegawa: yang ada di SKPD tersebut bedumiah 200 orang.
Maka rumusan ASB yang digunakan adalaly sebagai berikut:

Belanja Tetap {ditentukan berdasarkan rumusan ASB = Rp
G09)

Satuan pengendali belanja variabel (ditentukan per =Rp
obyek yang diamati berdasarkan rumusan ASB 009) '
Rumusan Perhifungan Totat Belanja

= Belania Tetap + Belanja Variabe!

= Rp3g8.000,00 + (%2;355.0(}{};50)( 200 orang pegawai) =Rp

Tolal Belanja = Rp11.388.000,00

398.000,00

55.000,00

11.308.000,00

Contoh penggunaan {abel Batasan Obyek Balanja dan pengendall belanja

Misalnya akan menggunakan batas rata-rata, maka distribusi belanjanya adalah

sebagai berikut;

Reterangan Rata-Rata (%) Persentase rata-rata
dikalikan fotal beianja

rumusan (Kp)

Belanja Pegawal 19,69 2.244.25&0%
Belanja Pakai Habis 4382 49694 603,00
Belania Cetak Penggandaan 36,49 4.158.130,00




10. Contoh Penggunaan ASB ~ 010. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

SKPD X melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan ke 1% fokasi di
19 Kecamatan, pengamatan dilakukan 2 kali datam satu kegiatan

Maka rumusan ASB yang digunakan adalah sebagai berikutf

Belanja Tetap {ditentukan berdasarkan rumusan ASB = Rp ?‘3}’8,900,0.8

010) | |

Satuan pengendali belanja variabel {ditentukan per = Rp o 72.400,00

obye;k yvang diamati berdasarkan rumusan ASB 010) |

Rumusan Perhitungan Total Belanja

= Belanja Tetap + Belanja Variabel .

= Rp7.378.000,00 + (Rp72.400,00% 16 obyek =Rp  10.120.200.00
pangamatan x Zkali) ' -

Total Belanja = Rp10.128.200,00
Cantoh penggunaan tabel Batasan Obyek Belanja dan pengendal belanja

Misalnya akan mengaunakan batas rata-rata, maka distribusi belanjanya adalah
sebagai berikut: |

Keterangan ' Rafa-Rata (%) Persentase rata-rata
- dikalikan total belanja
rumiisan (Rp)

Belania PakaiMabis 18,48 | - 1.871.878,00
Belanja Jasa Kantor 10,19 - 1,032.185.00
Belania celak pengpandaan 8,63 671.565,00
Bielanja makan minum ' 11,64 1.178 038,00

Belanja peratanan dinas 4500 465841900 |




